PENGARUH PELAYANAN ELEKTRONIK TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

NNKACRAR,

Disusun Oleh:
LUTFIA DWI ROSIANI

NIT. 22314415

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026



ABSTRACT

The implementation of electronic services is one of the government's digital
transformation efforts to improve the effectiveness, efficiency, transparency, and
quality of public services. This study aims to analyze the effect of electronic services
on improving the quality of public services at the Boyolali Regency Land Office.
This research employed a quantitative approach using a survey method. The
population consisted of users of land administration services at the Boyolali
Regency Land Office. A total of 134 respondents were selected using the Slovin
formula. Data were collected through questionnaires measured on a Likert scale
and analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, simple
linear regression analysis, coefficient of determination, and t-test. The findings
indicate that electronic services have a positive and significant effect on the quality
of public services. The coefficient of determination (R?) is 0.311, indicating that
electronic services explain 31.1% of the variation in public service quality, while
the remaining 68.9% is influenced by other factors outside the scope of this study.
The hypothesis testing results show that the calculated t-value (7.717) is greater
than the critical t-value (1.978), with a significance value of 0.000 (p < 0.05),
confirming that electronic services significantly affect public service quality. These
findings suggest that the better the implementation of electronic services, the higher
the perceived quality of public services. The results support the Technology
Acceptance Model (TAM) and SERVQUAL theory, which explain that perceived
usefulness and ease of use of technology contribute to improving the quality of

public services.
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BAB 1.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam
memenuhi hak-hak masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggara
pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas,
profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan
masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan
kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab
negara dalam memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan publik merupakan
rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Nella & Widiyarta, 2024).

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam
menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang
berkualitas ditunjukkan oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam
memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat, transparan, responsif,
dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan
kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sasaran utama reformasi
birokrasi, karena kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan
masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, penyelenggaraan pelayanan
publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pada berbagai
instansi pemerintah masih ditemukan proses pelayanan yang membutuhkan
waktu relatif lama, prosedur yang berbelit, keterbatasan akses informasi, serta
administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut juga pernah

terjadi pada pelayanan pertanahan yang sebagian besar masih dilakukan secara



manual melalui mekanisme tatap muka, penggunaan dokumen fisik, dan
pencatatan administrasi konvensional. Sistem pelayanan tersebut berpotensi
menimbulkan keterlambatan penyelesaian layanan, meningkatkan risiko
kesalahan administrasi, mengurangi transparansi proses pelayanan, serta
menyulitkan masyarakat dalam memantau perkembangan permohonan
layanan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah
untuk melakukan transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 melalui Peraturan
Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 yang menempatkan transformasi
digital sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan birokrasi yang
efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Transformasi
digital diarahkan untuk menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan
efisiensi dan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas akses
masyarakat terhadap layanan pemerintah. Kebijakan tersebut mendorong
setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mengembangkan
pelayanan elektronik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Transformasi digital pada sektor pertanahan diwujudkan oleh Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui
penerapan pelayanan elektronik pada berbagai jenis layanan pertanahan.
Pelayanan elektronik merupakan penyelenggaraan pelayanan yang
memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi
pertanahan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Penerapan pelayanan elektronik tidak hanya
berorientasi pada perubahan media pelayanan dari manual menjadi digital,
tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
penyederhanaan prosedur, percepatan waktu penyelesaian, peningkatan

kepastian pelayanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan



demikian, pelayanan elektronik menjadi salah satu instrumen penting dalam
mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berbagai inovasi pelayanan elektronik telah dikembangkan oleh
Kementerian ATR/BPN, antara lain pelayanan Hak Tanggungan Elektronik
(HT-el), pengecekan sertipikat secara elektronik, Zona Nilai Tanah (ZNT),
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), aplikasi Sentuh Tanahku,
Loketku, serta berbagai layanan pertanahan lainnya yang dilaksanakan melalui
sistem elektronik. Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan mampu
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi
pertanahan, memantau perkembangan permohonan, mengurangi intensitas
tatap muka, serta meningkatkan kepastian dan transparansi pelayanan. Selain
memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, pelayanan
elektronik juga mendukung peningkatan efisiensi kerja organisasi melalui
pengurangan penggunaan dokumen fisik, percepatan proses administrasi, serta
peningkatan akurasi data pertanahan (Adnyana & Wijaya, 2025).

Keberhasilan implementasi pelayanan elektronik sangat dipengaruhi oleh
penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan. Menurut Davis
(1989), melalui Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan suatu
sistem informasi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu Perceived
Usefulness (kemanfaatan) dan Perceived FEase of Use (kemudahan
penggunaan). Penilaian bahwa pelayanan elektronik memberikan manfaat serta
mudah digunakan akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan
tersebut secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila masyarakat masih
mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan sistem elektronik,
maka tujuan penerapan pelayanan elektronik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik tidak akan tercapai secara optimal.

Keberhasilan pelayanan elektronik pada akhirnya tercermin dari
meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) menjelaskan bahwa kualitas
pelayanan diukur melalui lima dimensi, yaitu fangibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam konteks pelayanan



pertanahan, penerapan pelayanan elektronik diharapkan mampu meningkatkan
keandalan proses pelayanan, mempercepat respons terhadap kebutuhan
masyarakat, memberikan kepastian pelayanan, meningkatkan rasa aman dalam
memperoleh layanan, serta tetap memperhatikan kebutuhan pengguna layanan.
Dengan demikian, pelayanan elektronik tidak hanya berfungsi sebagai inovasi
teknologi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara menyeluruh (Parasuraman et al., 1988).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pelayanan
elektronik berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
karena mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat waktu
penyelesaian, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kepuasan
masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelayanan elektronik masih
dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing instansi, kesiapan organisasi,
kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, implementasi pelayanan elektronik
pada setiap Kantor Pertanahan dapat menghasilkan capaian yang berbeda
sehingga diperlukan penelitian yang mengkaji pengaruh pelayanan elektronik
terhadap kualitas pelayanan publik pada lokasi penelitian yang spesifik,
termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM mencerminkan
penilaian masyarakat terhadap berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan,
prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,
sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Oleh karena itu, IKM
menjadi instrumen evaluasi yang penting untuk menilai keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai dasar dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan (Kementerian PANRB,
2017).

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pertanahan di

lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,



capaian nilai IKM menunjukkan adanya variasi tingkat kepuasan masyarakat
antar kantor pertanahan. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas
pelayanan publik pada masing-masing kantor pertanahan belum sepenuhnya
menunjukkan capaian yang seragam, meskipun seluruh satuan kerja telah
mengimplementasikan pelayanan elektronik sebagai bagian dari transformasi
pelayanan pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan
pelayanan elektronik belum tentu menghasilkan kualitas pelayanan yang sama
pada setiap kantor pertanahan karena dipengaruhi oleh efektivitas
implementasi, kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat
penerimaan masyarakat terhadap teknologi (Amali et al., 2022; Meviano &
Hanani, 2025).

Salah satu kantor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi
perhatian dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.
Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bulan Januari dan
Februaru 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memperoleh nilai IKM
sebesar 93,81% pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 96,08% pada
Februari 2026, yang termasuk dalam kategori A (Sangat Baik). Peningkatan
nilai IKM tersebut menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali. Meskipun demikian, capaian tersebut belum dapat
dijadikan dasar bahwa implementasi pelayanan elektronik telah berjalan secara
optimal. Nilai IKM hanya mencerminkan penilaian kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima, sedangkan sejauh mana pelayanan
elektronik berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik masih
memerlukan pembuktian melalui penelitian empiris menggunakan analisis
statistik.

Apabila dibandingkan dengan capaian IKM Kantor Pertanahan lainnya di
Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa masih
terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi
implementasi pelayanan elektronik. Oleh karena itu, data IKM tidak hanya

berfungsi sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik, tetapi juga menjadi



dasar untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan elektronik mampu
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Kondisi tersebut memperkuat pentingnya penelitian mengenai pengaruh
pelayanan elektronik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), efektivitas penyelenggaraan
pelayanan pertanahan juga dapat ditinjau dari kemampuan satuan kerja dalam
menyelesaikan permohonan pelayanan secara tepat waktu. Salah satu indikator
yang mencerminkan efektivitas tersebut adalah jumlah tunggakan berkas
pelayanan. Semakin tinggi jumlah tunggakan berkas, semakin besar
kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian pelayanan yang pada
akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan
masyarakat. Oleh karena itu, data tunggakan berkas menjadi indikator
pendukung yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi
pelayanan elektronik pada Kantor Pertanahan

Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah, pada tahun 2025 masih terdapat 27.800 berkas pelayanan yang
belum terselesaikan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelayanan
elektronik telah diterapkan pada seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa
Tengah, penyelesaian pelayanan masih menghadapi berbagai tantangan.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi pelayanan elektronik
belum sepenuhnya mampu menghilangkan kendala dalam penyelenggaraan
pelayanan pertanahan sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas
penerapannya.

Salah satu Kantor Pertanahan yang turut memberikan kontribusi terhadap
data tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data
internal kantor, sebelum implementasi pelayanan elektronik jumlah
permohonan yang masuk selama tiga bulan sebanyak 611 berkas, dengan
tunggakan sekitar 300 berkas. Setelah pelayanan elektronik diterapkan, jumlah
permohonan meningkat menjadi 2.148 berkas dalam satu tahun, sedangkan

jumlah tunggakan tercatat sebanyak 760 berkas. Selain itu, Kantor Pertanahan



Kabupaten Boyolali berada pada peringkat ke-18 jumlah tunggakan pelayanan
di antara 35 Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data
tersebut menunjukkan bahwa penerapan pelayanan elektronik telah diikuti oleh
peningkatan volume pelayanan, namun masih terdapat tunggakan berkas yang
memerlukan perhatian lebih lanjut agar kualitas pelayanan publik dapat terus
ditingkatkan.

Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan data
tunggakan berkas tersebut, Kabupaten Boyolali dipilih sebagai lokasi
penelitian bukan karena pertimbangan subjektif, melainkan berdasarkan
pertimbangan akademik. Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
telah mengimplementasikan berbagai pelayanan elektronik sebagai bagian dari
transformasi pelayanan pertanahan. Kedua, tersedia data kinerja pelayanan
berupa nilai IKM dan data tunggakan berkas yang memungkinkan dilakukan
analisis mengenai pengaruh pelayanan elektronik terhadap kualitas pelayanan
publik. Ketiga, adanya peningkatan jumlah permohonan pelayanan yang
diikuti dengan masih ditemukannya tunggakan berkas menunjukkan bahwa
efektivitas pelayanan elektronik masih perlu dikaji secara empiris.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menyimpulkan bahwa pelayanan
elektronik berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada instansi
pemerintah yang berbeda, menggunakan karakteristik responden yang berbeda,
serta mengkaji jenis pelayanan elektronik yang berbeda. Penelitian yang secara
khusus menganalisis pengaruh pelayanan elektronik terhadap kualitas
pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali masih relatif
terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada
implementasi sistem elektronik atau tingkat kepuasan masyarakat, sedangkan
penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pelayanan elektronik
berdasarkan dimensi Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use terhadap
kualitas pelayanan publik yang diukur menggunakan dimensi fangible,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Perbedaan tersebut

menjadi dasar adanya research gap yang melandasi pelaksanaan penelitian ini.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan
Elektronik terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali penting untuk dilakukan. Hasil penelitian
diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana
pelayanan elektronik berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik
berdasarkan penilaian masyarakat sebagai pengguna layanan, sekaligus
menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam
mengoptimalkan implementasi pelayanan elektronik guna meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Penelitian mengenai pelayanan elektronik pada sektor publik telah banyak
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut pada umumnya
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyederhanaan
prosedur, percepatan waktu pelayanan, peningkatan transparansi, serta
kemudahan akses informasi bagi masyarakat (Amali et al., 2022; Fecira &
Mohd Khairal Abdullah, 2020; Meviano & Hanani, 2025). Penelitian-
penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan
elektronik dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi
serta kualitas sistem yang diterapkan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya
perbedaan fokus kajian. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada
implementasi sistem elektronik sebagai bentuk inovasi pelayanan, sebagian
lainnya mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan, sedangkan penelitian yang menguji secara langsung pengaruh
pelayanan elektronik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada
Kantor Pertanahan masih relatif terbatas. Selain itu, karakteristik organisasi,
kesiapan sumber daya manusia, serta karakteristik masyarakat sebagai
pengguna layanan pada setiap daerah juga berbeda sehingga hasil penelitian
yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Dengan demikian,

diperlukan penelitian pada konteks Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali



untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan elektronik
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, baik dari
aspek lokasi penelitian, objek penelitian, maupun pendekatan analisis.
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang
telah mengimplementasikan berbagai pelayanan elektronik dan memiliki data
capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta data tunggakan pelayanan
yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi implementasi pelayanan
elektronik. Selain itu, penelitian ini mengukur variabel pelayanan elektronik
menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang terdiri
atas dimensi Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use (Davis, 1989),
sedangkan kualitas pelayanan publik diukur menggunakan lima dimensi
SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy (Parasuraman et al., 1988). Pendekatan tersebut diharapkan mampu
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara
pelayanan elektronik dengan kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian
masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya peningkatan kualitas pelayanan
publik, implementasi pelayanan elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), kondisi tunggakan pelayanan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Boyolali, serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji
pengaruh pelayanan elektronik terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam
pengembangan kajian mengenai pelayanan elektronik dan kualitas pelayanan
publik, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi
Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam mengoptimalkan implementasi

pelayanan elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.



B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:
Seberapa besar pengaruh pelayanan elektronik terhadap peningkatan

kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali?

. Apakah pelayanan elektronik di Kantor Pertanahaan Kabupaten Boyolali

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dari

pendapat masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.

Mengukur seberapa besar pengaruh implementasi digitalisasi layanan
pertanahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta
mengetahui apakah digitalisasi layanan berpengaruh signifikan terhadap
kualitas pelayanan publik.

Menganalisis bagaimana implementasi pelayanan elektronik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali mempengaruhi penilaian masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan
dengan digitalisasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Selain itu,
penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya
dalam mengkaji hubungan antara implementasi pelayanan elektronik

dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
untuk meningkatkan mutu dan kenyamanan pelayanan elektronik yang

digunakan masyarakat.

10



. Membantu instansi mengidentifikasi kendala teknis maupun non-teknis
dalam penyelenggaraan layanan digital.

Menyediakan masukan bagi ATR/BPN dalam penguatan kebijakan
transformasi digital layanan pertanahan di tingkat nasional.

. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk

memahami kelebihan dan kekurangan layanan digital pertanahan.

11



BAB VI.
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan
Elektronik terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa pelayanan
elektronik memiliki pengaruh sebesar 31,1% terhadap kualitas pelayanan
publik, sedangkan sisanya 68,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di
luar penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan elektronik
memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan
publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Selain itu, berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 7,717 >t
tabel sebesar 1,978 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan elektronik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik berdasarkan penilaian masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali. Semakin baik pelaksanaan pelayanan elektronik, maka semakin
baik pula kualitas pelayanan public yang dirasakan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang
menyimpulkan bahwa pelayanan elektronik memberikan pengaruh positif
terhadap kualitas pelayanan publik. Penerapan pelayanan elektronik mampu
meningkatkan kemudahan akses layanan, mempercepat proses administrasi,
meningkatkan transparansi pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan. Dengan demikian,
hasil penelitian ini memperkuat temuan empiris sebelumnya bahwa
implementasi pelayanan elektronik berkontribusi terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali diharapkan untuk terus mengembangkan pelayanan elektronik
melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung, seperti
jaringan internet, perangkat computer, dan media informasi digital agar
pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan
sosialisasi secara berkala mengenai penggunaan layanan elektronik agar

masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel
lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik sehingga
diperoleh gambaran yang lebih akurat dan terkini mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
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